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LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

STUDI BANDING PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

DI BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI
 BIDANG OTOMOTIF DAN ELEKTRONIKA

Rabu, 29 Desember 2021

A. PENDAHULUAN
A.1. Umum

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan agar tumbuh menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja

tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien serta mempunyai pelayanan publik yang

berkualitas, dalam rangka mewujudkan cita-cita zero tolerance approach dalam

pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam rangka mengakselerasi pembaharuan tersebut, maka Mahkamah

Konstitusi telah menetapkan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) dengan menetapkan unit kerja untuk diusulkan. Penetapan unit kerja

sebagai WBK/WBBM tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area

percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja-unit kerja di

lingkungan Mahkamah Konstitusi. Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2020

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan

Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan meliputi 6

komponen pengungkit yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan

Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja,

dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. 

Salah satu upaya yang ditempuh Mahkamah Konstitusi untuk meraih hasil

maksimal dalam pembangunan Zona Integritas adalah melakukan studi komparasi

pada instansi-instansi yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Dengan melakukan studi banding, diharapkan

Mahkamah Konstitusi mendapatkan pencerahan secara langsung mengenai strategi

dan tips-tips khusus bagaimana mengelola sumber daya yang ada sehingga meraih
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predikat WBK dan WBBM. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga dapat belajar

inovasi-inovasi dari lembaga lain untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan unit kerja eselon II di

bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang telah meraih

predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun

2021, Pusat Pendidikan Pancasila kembali diusulkan untuk memperoleh predikat

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), namun belum berhasil. Untuk

mempersiapkan pembangunan zona integritas pada tahun berikutnya, Pusdik MK

melakukan studi banding di unit kerja pendidikan dan pelatihan yang memiliki

kesamaan karakter/tugas dan fungsi (Tusi) dengan Pusat Pendidikan Pancasila dan

Konstitusi, dan telah meraih predikat WBBM.

Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang

Otomotif dan Elektronika merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat di bawah

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek yang telah meraih predikat

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2017 dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) pada tahun 2020. Selain itu, BBPPMPV BOE yang bergerak di

bidang penjaminan mutu pendidikan memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan

tugas pokok dan fungsi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sehingga menjadi

unit kerja yang tepat untuk melakukan studi komparasi pembangunan zona integritas. 

A.2 Tujuan 
Tujuan umum kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan

pengetahuan mengenai pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih

dan melayani. Sedangkan tujuan khusus kegiatan ini adalah untuk membandingkan

kondisi pembangunan zona integritas di BBPPMPV BOE dengan kondisi pembangunan

zona integritas di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
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B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan
“Studi Banding Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani (WBBM) di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan

Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika”.

B.2. Waktu dan Tempat
Kegiatan ini diselenggarakan berupa kunjungan secara langsung di Balai Besar

Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika,

Jl. Raden Panji Suroso No.7, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur pada

hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul

13.15 WIB.

B.3. Peserta Kegiatan
Peserta kegiatan sebanyak 8 orang pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan

Konstitusi yang kesemuanya merupakan bagian dari tim pembangunan zona

integritas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu:

No Nama Jabatan

1 Imam Margono Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan

Konstitusi

2 Nanang Subekti Kepala Bidang Program Dan Penyelenggaraan

3 Ardiansyah Salim Kepala Sub Bidang Program Dan Evaluasi

4 Muhlis Nova Pengelola Penyelenggaraan Diklat

5 Hadian Taofik Rochman Pengelola Keuangan

6 Yahya Amarullah Taufik Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik

7 Angga Putri Gardina Penyusun Kerjasama Pelatihan

8 Amelia Desy Ratna Yuwita Auditor Ahli Pertama

Sedangkan tim dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan

Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika yang menerima kunjungan studi banding

tersebut sebanyak 4 orang diantaranya yaitu:

No Nama Jabatan

1 Dr. Ir. Abdul Rochim, M.M Kabag Tata Usaha

2 Sunarman, ST., M.M Subkoordinator RT. Humas & BMN

3 Dr. Anwar Sidarta, M.Si. -
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B.4. Uraian Kegiatan
Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi nomor

250/ST.SPD/2000/12/2021 tanggal 23 Desember 2021, tim Pusat Pendidikan

Pancasila dan Konstitusi yang berjumlah 8 (delapan) orang tiba di lokasi kegiatan

pada pukul 09.00 WIB. Tim Pusdik MK terlebih dahulu mengisi daftar tamu, lalu

diarahkan ke ruang rapat BBPPMPV BOE.

Kunjungan secara resmi diterima dan dibuka oleh Bapak Abdul Rochim selaku

Kabag Tata Usaha BBPPMPV BOE. Tujuan kunjungan studi banding pembangunan

zona integritas disampaikan oleh Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, Bapak Imam

Margono. Selanjutnya pemaparan mengenai Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) BBPPMPV BOE oleh Bapak Dr.

Anwar Sidarta, M.Si. Sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung cukup serius namun

tetap hangat karena disisipi intermeso. Karena diskusi masih belum selesai,

pertemuan tersebut ditunda terlebih dahulu untuk melaksanakan ibadah shalat zuhur

dan makan siang pada pukul 11.45 WIB. Diskusi, tanya jawab, dan melihat fasilitias

BBPPMPV BOE kembali dilanjutkan setelah istrahat dan makan siang pada pukul

12.15 WIB. Kegiatan Studi Banding ditutup pada pukul 13.15 WIB.

B.5. Hasil Studi Banding
Berdasarkan pemaparan, diskusi, dan tanya jawab yang dilakukan pada saat

studi banding ke BBPPMPV BOE, poin-poin hasil studi banding sebagai berikut:

 Profil BBPPMPV BOE
1. Penghargaan ZI-WBBM bukan akhir, melainkan awal perjuangan menjadi lebih

baik.

2. BBPPMPV BOE memiliki lahan seluas 8,6 hektar.

3. BBPPMPV BOE memiliki jabatan fungsional widyaiswara kurang lebih 60 orang.

4. BBPPMPV BOE memiliki jumlah pegawai sebanyak 271 orang yang terdiri dari

235 orang dengan status PNS dan 36 orang dengan status Non PNS.

 Pembangunan Zona Integritas
1. Pada tahun 2017, BBPPMPV BOE berhasil mendapat prestasi unit kerja

pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

2. Pada tahun 2020, BBPPMPV BOE berhasil mendapat prestasi sebagai unit

kerja pelayanan berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

3. Kiat-kiat yang dilakukan untuk meraih predikat WBBM yaitu:
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a. Agent of change adalah pimpinan organisasi 

b. Pimpinan harus menjadi motor dan terlibat secara langsung dalam semua

proses

c. Melibatkan semua pegawai

d. Berinovasi dalam memberikan pelayanan

e. Melakukan persamaan persepsi kepada seluruh pegawai tentang Zona

Integritas

4. Strategi pemaparan ketika penilaian WBBM yaitu menonjolkan inovasi-inovasi

yang dilakukan di awal paparan serta menjelaskan secara detail manfaat serta

efisiensi dari inovasi tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh 6 komponen

pengungkit disajikan setelah penjelasan masing-masing inovasi yang telah

dilakukan.

5. BBPPMPV BOE menggunakan ISO 9001 versi 2000 dalam manajemen diklat

untuk menjaga kualitas kinerja organisasi.

 Inovasi Layanan Publik
Inovasi yang novasi yang dilakukan untuk meraih predikat WBBM yaitu:

a. ALFA T yaitu sebuah inovasi fasilitasi layanan diklat yang mengintegrasikan

bisnis proses sesuai dengan tusi organisasi. Aplikasi ini dapat diakses oleh

dinas, sekolah dan guru kejuruan se Indonesia. Aplikasi ini digunakan untuk

melihat peningkatan kompetensi guru kejuruan.

b. Workstation Model yaitu inovasi percepatan peningkatan kompetensi guru

kejuruan dengan memberdayakan SMK sebagai PB dan TUK.

c. Fast Respond yaitu sebuah program untuk meningkatkan capaian kinerja

BBPPMPV BOE di masa pandemi Covid-19

d. SIKAP (Sistem Informasi Kepegawaian) yaitu sebuah inovasi manajemen

kepegawaian yang mengukur capaian kinerja pegawai terintegrasi dengan

server kepegawaian kemendikbud. Aplikasi ini digunakan untuk internal.

e. SIPP (Sistem Integrasi Pengendalian dan Pengawasan) sebuah sistem

yang dibangun untuk menguatkan pencegahan korupsi dan transparansi.

Aplikasi ini digunakan untuk internal.

C. HAMBATAN
Hambatan atau kendala yang dirasakan oleh tim Pusat Pendidikan Pancasila

dan Konstitusi pada saat melakukan kunjungan studi banding di BBPPMPV BOE
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adalah waktu yang tidak cukup untuk berdiskusi lebih jauh lagi dan meninjau sarana

dan prasarana BBPPMPV BOE.

D. PENUTUP
Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan

kegiatan ini.

Bogor,03 Januari 2022

Mengetahui,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Kepala Bidang Program dan

Pancasila dan Konstitusi Penyelenggaraan

Imam Margono Nanang Subekti
NIP. 19690331 198912 1 001 NIP. 19741118 200604 1 002
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SURAT TUGAS 
NOMOR  250/ST.SPD/2000/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas
sebagai berikut:

No Nama Tempat Kota
Tujuan Tanggal

1 Imam Margono Malang 28 s.d. 30 Desember 2021

2 Nanang Subekti Malang 28 s.d. 30 Desember 2021

3 Amelia Desy Ratna Yuwita Malang 28 s.d. 30 Desember 2021

4 Angga Putri Gardina Malang 28 s.d. 30 Desember 2021

5 Muhlis Nova Malang 28 s.d. 30 Desember 2021

6 Hadian Taofik Rochman Malang 28 s.d. 30 Desember 2021

7 Yahya Amarullah Taufik Malang 28 s.d. 30 Desember 2021

8 Ardiansyah Salim Malang 28 s.d. 30 Desember 2021

9 Bambang Sukmadi Semarang 23 s.d. 25 Desember 2021

10 Melati Kusuma Wardani Semarang 23 s.d. 25 Desember 2021

11 Bangkit Panji Anarogo Semarang 23 s.d. 25 Desember 2021

12 Nanda Adytiansyah Semarang 23 s.d. 25 Desember 2021

13 Suhardi Semarang 23 s.d. 25 Desember 2021

14 Fazlur Rahman El Islamy Semarang 23 s.d. 25 Desember 2021

15 Chafid Sugianto Semarang 23 s.d. 25 Desember 2021

16 Edwin Rivano Semarang 23 s.d. 25 Desember 2021

Dari : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Tempat, Kota Tujuan : 1. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah,
Jl. Kyai Mojo, Srondol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota
Semarang, Jawa Tengah.

2. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika, Jl.
Teluk Mandar No.51b, Arjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang,
Jawa Timur.
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Dalam rangka : Melaksanakan tugas Kegiatan Kunjungan Studi Banding
ke Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah di
Semarang dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan
Elektronika di Malang Jawa Timur dalam rangka
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi
dan Bersih dan Melayani (WBBM).

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab.

Jakarta, 23 Desember 2021
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,
M. Guntur Hamzah
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Suasana Diskusi dan Tanya Jawab di Ruang Rapat BBPPMPV BOE (1) 

 

 

Suasana Diskusi dan Tanya Jawab di Ruang Rapat BBPPMPV BOE (2)  



 

 

Tukar menukar cinderamata antara BBPPMPV BOE dan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. 

 

 

 

 Peninjauan sarana dan prasarana BBPPMPV BOE menggunakan mobil golf. 

 

 

 



 

 Pusdik Pancasila dan Konstitusi meninjau aula BBPPMPV BOE. 

 

 

 Aula BBPPMPV BOE. 

 



 

 Kamar asrama peserta BBPPMPV BOE. 

 

 

Jalan penghubung masing-masing bangunan di BBPPMPV BOE. 



 

 

 Foto bersama tim Pusdik Pancasila dan Konstitusi dengan tuan rumah BBPPMPV BOE. 



Pembangunan 

Zona Integritas dan Inovasi

Menuju WBBM



• Melaksanakan pengembangan dan
pemberdayaan pendidik dan tenaga
kependidikan sesuai dengan bidangnya.

Tugas

• Penyusunan program pengembangan dan
pemberdayaan pendidik dan tenaga
kependidikan.

• Pengelolaan data dan informasi peningkatan
kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

• Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan
kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. 

• Pelaksanaan kerja sama di bidang
pengembangan dan pemberdayaan pendidik
dan tenaga kependidikan. 

• Evaluasi program dan fasilitasi peningkatan
kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. 

• Pelaksanaan urusan administrasi PPPPTK.

Fungsi

Permendikbud Nomor 16 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK

Company Profile



-

PNS: 235

Non PNS: 36

(1 Okt’20)

Data Pegawai



PPPPTK Bertanggung

jawab kepada Dirjen GTK

Melaksanakan

pengembangan dan

pemberdayaan PTK sesuai

dengan bidangnya.

BBPPMPV

Bertanggung jawab kepada

Dirjen Pendidikan Vokasi

Melaksanakan

pengembangan

penjaminan mutu

pendidikan vokasi sesuai

dengan bidangnya

Perubahan Nomenklatur

Permendikbud

No. 16 Tahun

2015 tentang

OTK PPPPTK

(8 Juli 2015)

Permendikbud

No. 9 Tahun 2020 

Perubahan atas 

Permendikbud

45 Tahun 2019 

Tentang OTK 

Kemendikbud

(12 Februari 2020)

Permendikbud

No. 26 Tahun

2020 tentang

OTK UPT 

Kemendikbud

(30 Juni 2020)



Struktur Organisasi

Kepala

Kepala Bagian

Umum

Kepala

Subbagian 

Perencanaan &

Penganggaran

Kepala 

Subbagian Tata 

Usaha & 

Rumah Tangga

Kepala 
Subbagian 

Tata Laksana & 
Kepegawaian

Kepala Bidang 

Program &

Informasi

Kepala Seksi 
Program

Kepala Seksi 
Data &

Informasi

Kepala Bidang 

Fasilitasi 

Peningkatan 

Kompetensi

Kepala Seksi 

Penyelenggaraan

Kepala Seksi 

Evaluasi



Visi

Mewujudkan PPPPTK  BOE sebagai “Center of 

Excellence” dalam bidang training, product dan

services di tingkat nasional dan internasional”, 

fokus pada “penguatan daya saing regional    

dan terselenggaranya layanan prima  

pendidikan dan kebudayaan”, didukung tata

nilai yang memiliki integritas, kreatif dan

inovatif, inisiatif, pembelajar, meritokrasi, aktif, 

dan tanpa pamrih

Misi

1. Melaksanakan pendataan dan mapping PTK.

2. Merumuskan program pengembangan

fasilitasi peningkatan kompetensi PTK. 

3. Melaksanakan fasilitas peningkatan

kompetensi PTK.

4. Melaksanakan evaluasi fasilitas peningkatan

kompetensi.

5. Melaksanakan urusan administrasi PPPPTK 

BOE.



• Melaksanakan pengembangan dan

pemberdayaan pendidik dan tenaga

kependidikan sesuai dengan

bidangnya.

Tugas

•Penyusunan program pengembangan dan

pemberdayaan pendidik dan tenaga

kependidikan.

•Pengelolaan data dan informasi peningkatan

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

•Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

•Pelaksanaan kerja sama di bidang

pengembangan dan pemberdayaan pendidik

dan tenaga kependidikan.

•Evaluasi program dan fasilitasi peningkatan

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

•Pelaksanaan urusan administrasi PPPPTK.

Fungsi

Permendikbud No. 16 Tahun 2015 tentang OTK PPPPTK
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Get a modern 
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Presentation that is 

beautifully designed. 

• Teknik Konstruksi Jalan, 

Irigasi dan Jembatan
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Workstation 

ModelALFA T

Aplikasi

Fasilitasi

Layanan

Terintegrasi

Inovasi percepatan

peningkatan

kompetensi guru 

kejuruan dengan 

memberdayakan SMK 

sebagai PB dan TUK

Sebuah program 

untuk meningkatkan

capaian kinerja

PPPPTK BOE di masa

pandemi COVID 19

Sebuah inovasi fasilitasi

layanan diklat yang 

mengintegrasikan bisnis

proses sesuai dengan

tusi organisasi

Fast 

Respond

SIKAP

Sistem

Informasi

Kepegawaian

Sebuah inovasi manajemen 

kepegawaian yang mengukur

capaian kinerja pegawai

terintegrasi dengan server 

Kepegawaian Kemendikbud

01

04

02

03

Inovasi

SIPP

05

SIPP (Sistem Integrasi

Pengendalian dan

Pengawasan) sebuah sistem

yang dibangun untuk

menguatkan pencegahan

korupsi dan transparansi.



Manfaat

Tersedianya peta kompetensi guru yang

dapat diakses oleh stake holder (dinas,

sekolah, guru)

Pengukuran capaian kinerja PPPPTK BOE

real time

http://alfat.vedcmalang.or.id/

29.219 guru

3.004 

sekolah

11 dinas

Guru TR & TIK pada

11 Provinsi Binaan PPPPTK BOE

Guru BOE pada

11 Provinsi Binaan PPPPTK BOE

Jumlah Guru Peningkatan Kompetensi

Guru

Jumlah Guru Peningkatan Kompetensi Guru

29.219 11.941 41 % 7.193 3.238 45 %

http://alfat.vedcmalang.or.id/
http://alfat.vedcmalang.or.id/


Data Jumlah Guru di Provinsi Binaan

JATENG

Guru TIK : 10.887

Guru TIK dilatih : 4.714

Guru TIK UKK : 577

Guru BOE : 3.564

Guru BOE dilatih : 1.534

Guru BOE UKK : 208

DIY

Guru TIK : 1.529

Guru TIK dilatih : 858

Guru TIK UKK : 218

Guru BOE : 442

Guru BOE dilatih : 213

Guru BOE UKK : 102

JATIM

Guru TIK : 7.144

Guru TIK dilatih : 3.156

Guru TIK UKK : 610

Guru BOE : 2.084

Guru BOE dilatih : 1.004 

Guru BOE UKK : 213

NTB

Guru TIK : 1.576

Guru TIK dilatih : 535 

Guru TIK UKK : 112

Guru BOE : 228

Guru BOE dilatih : 110 

Guru BOE UKK : 64

NTT

Guru TIK : 2.010

Guru TIK dilatih : 637

Guru TIK UKK : 129

Guru BOE : 167

Guru BOE dilatih : 72

Guru BOE UKK : 38

SULSEL

Guru TIK : 3.111

Guru TIK dilatih : 1.076

Guru TIK UKK : 178

Guru BOE : 479

Guru BOE dilatih : 183 

Guru BOE UKK : 82

SULBAR

Guru TIK : 444

Guru TIK dilatih : 147

Guru TIK UKK : 7

Guru BOE :  65

Guru BOE dilatih : 33

Guru BOE UKK : 4

PAPUA BARAT

Guru TIK : 369

Guru TIK dilatih : 175 

Guru TIK UKK : 25

Guru BOE : 43

Guru BOE dilatih : 34

Guru BOE UKK : 14

PAPUA

Guru TIK : 790

Guru TIK dilatih : 301

Guru TIK UKK : 56

Guru BOE : 69

Guru BOE dilatih : 35

Guru BOE UKK : 23

MALUKU

Guru TIK : 829

Guru TIK dilatih : 223

Guru TIK UKK : 14

Guru BOE : 26

Guru BOE dilatih : 7

Guru BOE UKK : 10

MALUT

Guru TIK : 530

Guru TIK dilatih : 119

Guru TIK UKK : 14

Guru BOE : 26

Guru BOE dilatih : 13 

Guru BOE UKK : 5



Efisiensi ALFA-T

82 % Sangat Memuaskan

8 % Memuaskan

10 % Cukup

Respon Pengguna

2019

Rp.8.320.522.910,00

Pencetakan 

STTPL 

(Sertifikat) 

Peserta   

Pengiriman 

Surat/

Dokumen 

Penggandaan

/ Fotocopy 

Pelaksanaan 
Pencetakan 

Surat 

Undangan 

Peserta  

Pengadaan 

ATK 

Pelaksanaan 

Kegiatan  & 

Bahan 

Evaluasi 

Pelaporan



Workstation Model

Penjaminan mutu melalui standarisasi

instruktur, standarisasi alat & bahan, 

dan UKK

Peningkatan

kompetensi

guru sebanyak

9.453 guru

Pemberdayaan

130 TUK di 11 

provinsi.

Pemberdayaan

196 PB di 11 

provinsi

Inovasi percepatan peningkatan kompetensi guru kejuruan

dengan memberdayakan SMK sebagai PB dan TUK



Efisiensi Workstation Model

2 kali lebih cepat

Efisiensi anggaran

selama 3 tahun

Rp. 30.698.604.000,00

Waktu yang diperlukan untuk

mengembangkan guru sebanyak 9.453.

Jika tanpa inovasi: 6 tahun (9.453 dibagi 

1.464) 

Jika dengan inovasi: 3 tahun

5,5 kali lebih banyak

Pelaksanaan Diklat selama Tahun 2017-

2019 di PPPPTK BOE sejumlah 1.464

peserta

Melalui workstation model, pelaksanaan

diklat sejumlah  7.989. 

Guru SMK yang sudah  dikembangkan  tahun 2017-2019 adalah 9.453

Respon Pengguna

97.36 % sangat memuaskan

2,64%  cukup memuaskan



Jawa Tengah

PB : 49

TUK : 23

DI Yogyakarta

PB : 15

TUK : 7

Jawa Timur

PB : 73

TUK : 64

NTB

PB : 14

TUK : 12

NTT

PB : 9

TUK : 5 

Papua

PB : 4

TUK : 2 

Papua Barat

PB : 3

TUK : 1 

Maluku

PB : 1

TUK : 1 

Maluku Utara

PB : 2

TUK : 1 

Sulawesi Selatan

PB : 22

TUK : 12 

Sulawesi Barat 

PB : 4

TUK : 2 

Peta Sebaran 

PB dan TUK Workstation



Fast Respond

Peningkatan kompetensi guru 

2.525 guru (2488 guru dari 

11 provinsi binaan)

946 sekolah (920 sekolah dari 11 

provinsi binaan)

Peningkatan capaian

kinerja PPPPTK BOE di 

masa pandemi

Covid 19

Live Session



Peta Sebaran Fast Respond



Efisiensi Fast Respond

90 % Sangat memuaskan 8 % Memuaskan 2 % Cukup

Respon Pengguna

Rp.8.727.579.175

69,4 %

Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 

- Pengiriman Surat/Dokumen 

Belanja Bahan 

- Penggandaan/ Fotocopy Bahan Ajar 

- Pencetakan STTPL (Sertifikat) Peserta   

- Penggandaan/ Fotocopy Pelaksanaan 

- Pencetakan Surat Undangan Peserta  

- Pengadaan ATK Pelaksanaan Kegiatan  

- Pengadaan Bahan Kelengkapan Peserta 

- Pengadaan Training Kit Peserta   

- Pengadaan Bahan Evaluasi Pelaporan   

- Pengadaan Konsumsi Peserta 

- Pengadaan Konsumsi Instruktur   

- Pengadaan Konsumsi Panitia & Teknisi 

Belanja Perjalanan Biasa 

- Transport Peserta 

- Uang Harian Diklat Peserta  

- Bantuan Pulsa peserta 

- Bantuan Pulsa panitia teknisi admin 



SIKAP

Manfaat

Pengukuran capaian kinerja
pegawai

Tersedianya peta kepegawaian
on line dan real time

175 165

272

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3

Bulan

Tahun 2020

Dahsbord Presensi Harian Profil

Pegawai

Aktivitas

Tugas

Ajuan Organisasi

Total terlambat Individu pegawai

(rekap presensi &

tunkin)

Data dasar Surat tugas Izin

absensi

Struktur

organisai

Total PSW Seluruh pegawai Riwayat

pendidikan

Izin cuti

Rekap

penugasan

Presensi WFH Diklat

(fungsional, 

teknis, 

penjenjangan

Rekap izin cuti

Inovasi manajemen kepegawaian yang 

mengukur capaian kinerja pegawai terintegrasi 

dengan server Kepegawaian Kemendikbud

Tahun 2019



60%

Reward

Pegawai berprestasi

Pegawai Berprestasi 2019 - 2020

0010 Endah Wahyuningprapti

0025 Juwari

0027 Sandi Herigita Khoratinanto

0046 Endah Damayanti

0061 I Putu Arya

0065 Lukito

0067 Yarno

0068 Yayuk

0080 Oelfah Srihandayani

0082 Supono

0085 Mochamad Choiri

0088 Sukatman

0092 Subekti

0094 Mochamad Djamiis Solichin

0123 Syaiful Ashari

0146 Sudirman

0153 Widiharso

0157 Sugiono

0160 Rugianto

0164 Sugeng Supriyadi

0166 Akhmad Rofiq

0167 Sodikin Susaat

0169 Muhammad Arifin

0172 Agus Putranto

0173 Astu Widodo

0186 Agung Suprihatin

0209 Kamdari

0234 Suyanti 

0241 Djumaali

0259 Sugeng Waluyo

0275 Agus Suharto

0280 Taufan Prehadi

0288 Erfinah Hertamawati

0289 Agus Wahyudi

0292 Saiful Ichwan

0298 Sumaryanto

0306 Anjar Prasetyo

0314 Nurkhakim

0320 Supono

0321 Ratna Widi Asrini

0336 Sonny Mulaksono

0370 Angga Mahadharma Surya



Efektivitas

60%

Waktu untuk perhitungan tunkin lebih efisien. 

Sebelumnya membutuhkan waktu sampai 5 hari setelah adanya SIKAP menjadi 5 detik



SIPP

SIPP (Sistem Integrasi Pengendalian dan

Pengawasan) sebuah sistem yang dibangun

untuk menguatkan pencegahan korupsi dan

transparansi.

Online pengaduan masyarakat (pengadu

tidak harus datang tetapi tetap

mendapatkan layanan dengan baik)

Pelibatan SPI pada seluruh proses kegiatan

Integrasi ISO dan SPIP sebagai fungsi

pengendalian institusi

Efisiensi
Memangkas alur yang terlalu panjang

sehingga waktu penyelesaian masalah lebih

pendek.

Kinerja PPPPTK BOE dalam 2 tahun ini

meningkat sehingga mampu menekan angka

temuan audit baik oleh Itjen maupun BPK.

Peningkatan efisiensi operasional, terstandar

dan terpantau sehingga proses perbaikan

terus menerus dilakukan.

Integrasi penerapan ISO dan SPIP mampu

menguatkan fungsi pengendalian secara

menyeluruh dan terukur

Proses audit ISOJadwal audit ISO



60%

Koorprogli Manajemen Pendidikan Vokasi

“Penerapan ISO 9001:2015 di institusi ini sangat efektif sebagai fungsi kontrol

kelembagaan dalam hal pencapaian program institusi periode semesteran, sehingga

hasilnya bisa sebagai bahan untuk evaluasi tindaklanjut”

Koorprogli Teknik Otomotif

“Meski dihadapkan pada banyak format isian dengan berbagai istilah yang kadang

membuat saya bingung, tetapi dengan ISO kita mampu mampu mengevaluasi kinerja

mulai dari perencanaan program hingga hasil program. Mengetahui di proses mana

terjadi masalah/hambatan, sehingga bisa mencari alternatif penyelesaian dengan

cepat. Dan dengan ISO semua aktifitas di dalam bisnis proses terdokumentasi dengan

baik”

Testimoni Pengguna Layanan



Tim kerja, Rencana pembangunan ZI, Permantauan & 

evaluasi, Perubahan pola pikir & budaya kerja.

Manajemen Perubahan01

SOP, E-office, Keterbukaan informasi publik.

Penataan Tatalaksana02

SOP, Pola mutasi internal, Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, 

Penegakan aturan disiplin/kode etik, Sistem informasi kepegawaian.

Penataan Sistem Manajemen SDM03

Keterlibatan pimpinan, Pengelolaan akuntabilitas kinerja.

Penguatan Akuntabilitas04

Pengendalian gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan

masyarakat, WBS, Penanganan benturan kepentingan.

Penguatan Pengawasan05

Standar pelayanan, Budaya pelayanan prima, Penilaian kepuasan pelayanan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik06

Komponen
Pengungkit

Pembangunan 
ZI-WBK Menuju

WBBM



Manajemen Perubahan01

Monev

Penandatanganan

komitmen bersama

Sosialisasi pembangunan WBBM

Tim 

Kerja

Program 

kerja



Manajemen Perubahan01

Capacity Building

Jumat Sehat

Jumat bersih

Integritas

Kreatif  
Inovatif

Tanpa 
Pamrih

AktifMeritokrasi

Pembelajar

Inisiatif

Perubahan

pola pikir & 

budaya

kerja

Gerakan Inovasi

Pegawai (Genewa)

Gerakan Inovasi Pegawai



Manajemen Perubahan01
Integritas

Kreatif  
Inovatif

Tanpa 
Pamrih

AktifMeritokrasi

Pembelajar

Inisiatif

Perubahan

pola pikir & 

budaya

kerja

(Genewa)
Kepedulian bencana alam Kepedulian COVID-19

Peduli sesama

Kebersamaan

Role 

model

Capacity building



Penataan Tatalaksana02
SOP

Review SOP



Penataan Tatalaksana02
E-office

e-SKP 
e-Manajemen SDM 

e-Guest book

e-Diklat

e-ABMN e-Office



Penataan Tatalaksana02

e-Procurement
e-Procurement

SIMPel

Website

Keterbukaan

informasi

publik



Penataan Sistem
manajemen SDM03

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Kurang Potensial Potensial
dengan
catatan

Kurang Potensial Potensial
dengan
catatan

Potensial Potensial
dengan
catatan

1
3

1
3

1

4
6

37

1
4

1
3

1
2

1
3

1
2

1
2

1

5

1 1
2

1 11
3

22

1
2

3
1

5

Asesmen Pegawai

Seksi DAI

Seksi Evaluasi

Seksi
Penyelenggaraa
n
Seksi Program

Subbag PRP

Mutasi

internal

Kode

etik



Penataan Sistem
manajemen SDM03

PK

Simpeg

Reward



Penguatan
Akuntabilitas04

Keterlibatan

Pimpinan

Pembangunan WBBM

Management meeting

Koordinasi dengan staff

Pembangunan WBBM



Penguatan
Akuntabilitas04

Pembangunan WBBM

Management meeting

Koordinasi dengan staff

Pembangunan WBBM

Pengelolaan

akuntabilitas

kinerja



Penguatan
Akuntabilitas04

Pengelolaan

akuntabilitas

kinerja

Mengukur capaian kinerja PPPPTK BOE dengan
mengukur peningkatan kompetensi guru bidang
kejuruan/Otomotif dan Elektronika.

Pemanfaatan Aplikasi Fasilitasi Layanan
Terintegrasi, bagi peserta dan pengelola diklat

Peningkatan layanan untuk guru, sekolah dan
Dinas Pendidikan dalam mengakses capaian
kompetensi dan jenis diklat yang diikuti

Mengidentifikasi calon peserta diklat,
melakukan evaluasi tindak lanjut.

http://alfat.vedcmalang.or.id/


Penguatan
Akuntabilitas04

Pengelolaan

akuntabilitas

kinerja

http://alfat.vedcmalang.or.id/


Penguatan
Pengawasan05

Penguatan Tim SPI

SPIP

Review instrumen pengawasan

Review laporan keuangan 

diklat PKS swakelola
Review laporan belanja modal



Penguatan
Pengawasan05

Benchmarking
Sosialisasi Anti FraudSosialisasi anti fraud

Pengendalian

gratifikasi

Sosialisasi Anti Fraud 

oleh Irjen



Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik06 Fasilitas

layanan

Lobby

Self service

Ruang konsultasi

Poliklinik

Unit Layanan Publik

Taman bermain
Buku tamu



Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik06

Fasilitas

layanan

Lobby

Kunjungan mahasiswa

Pelatihan pelayanan prima
Peduli untuk Donggala

Aplikasi Fasilitasi Layanan

Terintegrasi
Survey kepuasan pelanggan



Thank You

Terima Kasih
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